
 
 

 

BUPATI SUMEDANG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 83 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA 
 DI KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) 
dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa  Yang  Bersumber  dari  Anggaran  

Pendapatan  dan Belanja Negara, Bupati telah menetapkan  
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2015 tentang  
Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Besaran  Dana  

Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumedang Tahun          
Anggaran 2015; 

b. bahwa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2015 
tentang  Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  Besaran  

Dana  Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumedang Tahun 
Anggaran 2015 sudah tidak sesuai dengan perkembangan 
hukum, maka perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Tata  Cara  Pembagian  dan  Penetapan  
Besaran  Dana  Desa Setiap Desa di Kabupaten Sumedang 

Tahun Anggaran 2015; 
    

 

 

 

 

SALINAN 



 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 

dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5593) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia         

Nomor 5539); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa  Yang  Bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan 

Belanja Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014  Nomor  88, Tambahan Lembaran Negara republik 

Indonesia Nomor 5694); 

 



 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang 
Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 684); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 
2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 6); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2014 Nomor 9);  

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2015 Nomor 1); 

12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 71 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas  Peraturan Bupati 

Sumedang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 71); 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA  PEMBAGIAN DAN 
PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 

ANGGARAN 2015. 
  

 
 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 

  Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Republik Indonesia. 

 

 



 
 

  2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa 
yang ditrasfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

  3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 

dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa. 

  4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

  5. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat 
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 
geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 

pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 
komunikasi. 

   

Pasal 2 
 

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan, efesien ekonomis, efektif, transparan dan 
bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat  
   

Pasal 3 
 

Dana Desa yang bersumber dari belanja Pemerintah dengan 
mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan 

berkeadilan. 
  

 
 

 
 
 

 

BAB II 
BESARAN DANA DESA  

Pasal 4 
 

Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sebesar                          
Rp. 77.442.881.000,00 (Tujuh puluh tujuh milyar empat ratus 

empat puluh dua juta delapan ratus delapan puluh satu ribu 
rupiah) diberikan kepada 276 (dua ratus tujuh puluh enam) desa.  

   

BAB III 

PENGALOKASIAN DANA DESA SETIAP DESA 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pengalokasian 
Pasal 5 

 
  Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan 

berdasarkan: 

a. Alokasi dasar; dan 
b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis setiap desa. 



 
 

Pasal 6 
 

Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan alokasi dasar 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebesar 
90% (sembilan puluh per seratus) dari besaran dana desa yang 
dibagi rata setiap desa.  
 

Pasal 7 
 

  (1) Rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan Alokasi yang 
dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka 

kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis 
setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b 
adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besaran dana 

desa. 
 

  (2) Jumlah Penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka 
kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan bobot sebagai berikut: 

a. 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk 
Desa; 

b. 10% (sepuluh per seratus ) untuk luas wilayah Desa; 
c. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk angka 

kemiskinan; dan 
d. 30 % (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan 

geografis desa setiap Kabupaten. 
 

  (3) Penghitungan rincian Dana Desa setiap desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan 

formula sebagai berikut: 
W=(0,25xZ1)+(0,35xZ2)+(0,10xZ3)+(0,30xZ4) 

Keterangan : 
W= Dana Desa setiap desa yang dihitung berdasarkan jumlah 

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat 
kesulitan geografis setiap Desa; 

Z1= rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total 

penduduk penduduk desa kabupaten yang 
bersangkutan; 

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total 
penduduk miskin desa kabupaten yang bersangkutan; 

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah 
desa kabupaten yang bersangkutan; 

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa kabupaten 

yang bersangkutan. 
 

  (4) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah 
desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan / atau 
lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang statistik. 
 

Bagian Kedua 

Besaran Dana Desa setiap Desa 
Pasal 8 

 

Besaran Dana Desa setiap Desa Tahun anggaran 2015, dengan 

rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.  



 
 

   

  BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Sumedang Nomor 64 Tahun 2015 tentang  Tata  Cara  

Pembagian  dan  Penetapan  Besaran  Dana  Desa Setiap Desa di 
Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 64) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 10 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Sumedang. 

 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal 28 Mei 2015 

 
BUPATI  SUMEDANG 

WAKIL, 

 
ttd 

 
 

EKA SETIAWAN 
 

Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 28 Mei 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG 

 
ttd 

 

 
ZAENAL ALIMIN 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2015 NOMOR 83 

 
Salinan Sesuai dengan Aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
Ttd 

 
UJANG SUTISNA, S.H. 

Jaksa Muda 
NIP. 19730906 199303 1 001 


